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BAB III       LAPORAN KINERJA 

 

 

 

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja 

Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang 

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian 

dan Evaluasi Rancangan Peraturan 

Daerah Tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 

Serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah mengamanatkan agar setiap 

Instansi Pemerintah agar melakukan pengukuran akuntabilitas kinerja, tidak 

terkecuali Bappeda Provinsi Lampung dilakukan sesuai dengan aturan yang 

dimuat dalam.  

Berdasarkan Dokumen Perubahan RPJMD 2019-2024 Bappeda Provinsi 

Lampung memiliki capaian 5 (lima) indikator kinerja utama (IKU) dan 1 (satu) 

indikator kinerja pendukung, diperoleh berdasarkan pengukuran atas 

indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian 3 (tiga) kinerja 

sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran 

strategis.  

Sebagai penilaian dalam mengukur capaian realisasi kinerja instansi 

pemerintah atau perangkat daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 

Tahun 2014 ditentukan berdasarkan skala ordinal untuk pengelompokan 

1. Kerangka Pengukuran; 
2. Capaian IKU 2019-2024; 
3. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis 

Capaian Kinerja Sasaran 
Strategis; 

4. Akuntabilitas Keuangan Pagu dan 
Realisasi Kuangan Tahun 2022 

5. Prestasi yang Diraih BAPPEDA 
Provinsi Lampung di Tahun 2022 

6. Rekomendasi Terhadap Tindak 

Lanjut Laporan Hasil Evaluasi 

(LHE) Inspektorat  
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Musrenbang Kabupaten dan Kota, Musyawarah Perencanaan Pembangunan 

Provinsi, dan Koordinasi Regional pembangunan se-wilayah Sumatera.  

Indikator kinerja sasaran 1 ini terdapat 2 indikator sasaran yaitu : 

1) Penetapan RKPD Tepat Waktu dengan target kinerja adalah tepat waktu; 

2) Persentase usulan Stakeholders sesuai kewenangan yang diakomodir 

dalam RKPD dengan target kinerja sebesar 30%; 

 
Indikator sasaran 1.a adalah Penetapan RKPD Tepat Waktu dengan target 

kinerja adalah tepat waktu. Indikator ini dicapai melalui penetapan RKPD 

Provinsi Lampung sesuai target yang ditetapkan yaitu pada Bulan Juni Tahun 

2022. Capaian indikator ini sejak Tahun 2020 diawal periode Renstra berhasil 

memenuhi target yang ditetapkan dimana RKPD Provinsi Lampung ditetapkan 

sesuai waktu yang ditargetkan. Demikian halnya dengan Tahun 2021 dan 

Tahun 2022, RKPD Provinsi Lampung juga berhasil diselesaikan tepat waktu. 

Hal ini sejalan dengan capaian pemerintah pusat dalam menetapkan Rencana 

Kerja Pembangunan Nasional. 

 

Indikator Sasaran 1.a 

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas proses perencanaan pembangunan daerah 
IKU  : Penetapan RKPD Tepat Waktu 

Tepat 
Waktu 

Target  

 

Realisasi 

 

Capaian 

 

Target  

 

Realisasi 

 

Capaian 

 

Target  

 

Realisasi 

 

Capaian 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

 
Tepat 
Waktu 

100% 
Tepat 
Waktu 

Tepat 
Waktu 

100% 
Tepat 
Waktu 

Tepat 
Waktu 

100% 

Indikator Sasaran 1.a 

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas proses perencanaan pembangunan daerah 
IKU  : Penetapan RKPD Tepat Waktu 

2024 

 
Target  

 

Capaian 

 

NASIONAL (RKP) 

 

Realisasi 2022 

 
Tepat 
Waktu - Tepat 

Waktu 
100% 









Laporan Kinerja 2022 

 

40 
 

disusun dalam rancangan awal RKPD provinsi dengan rancangan Renja PD dan 

mensinkronkannya dengan kebijakan nasional/provinsi pada tahun rencana. 

Dengan demikian, penyusunan rancangan RKPD bertujuan untuk 

menyempurnakan rancangan awal melalui proses pengintegrasian dan 

harmonisasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum dalam rancangan 

Renja PD serta untuk mensinergikannya prioritas dengan sasaran 

pembangunan nasional dan provinsi. Evaluasi Rancangan Awal RKP dan RKPD 

Provinsi ini merupakan bagian dari proses identifikasi kebijakan nasional dan 

Provinsi yang digunakan untuk melengkapi analisis dan evaluasi yang telah 

dilakukan pada tahap penyusunan rancangan awal, khususnya identifikasi 

kebijakan nasional untuk tahun rencana.  

Selain itu, kebijakan nasional lainnya memiliki dampak strategik bagi 

daerah karena beberapa karakteristik yaitu kebijakan pemerintah pusat yang 

mengandung peluang bagi pengembangan daerah dan kebijakan pemerintah 

pusat yang berdampak negatif bagi suatu daerah jika tidak diantisipasi dengan 

program tertentu. Pada tataran praktis, sebagian kebijakan diwujudkan atau 

nyata terlihat dari program dan kegiatan yang diagendakan pada tahun 2022, 

yang secara implisit disebutkan dalam pernyataan tentang kebijakan dan 

prioritas pembangunan nasional tahun rencana maupun jabaran program dan 

kegiatan prioritas yang mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak 

langsung terhadap rencana pembangunan di daerah termasuk di Provinsi 

Lampung. 










































































